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GUBEI%NUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TEN GGARA TIMUR

NOMOR $4 TAHUN 2022

| TENTANG

PERUBAHAN ATAS TARIF
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN R#HMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

faery

GUBER.NJPR NUSA TENGGARA TIMUR,

b'ahwa !Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi
Izin U a Perikanan;

bahwa terdapat perubahan besaran tarif Retribusi Izin
Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf a
pada Jenis Usaha Perikanan Tangkap karena sudah tidak

sesuai 7ag1 dengan perkembangan harga di masyvarakat:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, Tarif Retribusi ditinjau kembali
paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan
Peratufan Kepala Daerah;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Atas Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan;

.Undajg-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat [ Bali, Nusa
Tengg‘ a Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1649);

Undahg—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Peme‘ intahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indor}esia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Und%ng Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);



Menetapkan

Dalam Peraturan Gubernur
| =

2
3.
4

3. Undang-Undang Nomor 1
Hubun

Pemerintahan Daerah

Tahun 2022 tentang
gan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara
4. Peratur
7 Tahuy
(Lemba;

Republik Indonesia Nomor 6757);
an Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
n 2020 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan

ran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

2020 Nomor 007, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 0115);

MEMUTUSKAN :

PERATU'RTAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS

TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Defenisi

Pasal 1

ini, yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara

Timur.

Usaha Perikanan adalah semua usaha orang pribadi atau Badan yang

melaksanakan kegiatan menangkap atau membudidayakan

ikan,

termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengawetkan dan/atau

mengolah ikan, mengumpulkan ikan dan mengangkut ikan untuk

tujuan komersial.

Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di

perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau

cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk

memuat,

mengangkut,

menyimpan, mendinginkan, menangani,

mengolah, dan/ atau mengawetkannya.

Pembudidayaan Ikan a

dan/atau membiakkan

dalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan,

ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan

yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk

memuat,

mengolah, dan/atau mengawetkannya.

mengangkut,

menangani,

mendinginkan,

menyimpan,

2




10.

11.

12,

13.

14.

15.

16,

Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Izin
tertulis yang harus dimiliki orang Pribadi atau Badan untuk melakukan
usaha perikanan.

Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin
tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan
penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan selanjutnya disingkat SIKPI adalah
surat izin yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melakukan

kegiatan pengangkutan ikan.

Rumpon adalah alat bantu pengumpul ikan yang berupa benda atau
struktur yang dirancang atau yang dibuat dari bahan alami atau buatan
yang ditempatkan secara tetap atau sementara pada perairan laut.

Surat Izin Pemasangan Rumpon yang selanjutnya disebut SIPR adalah
izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang atau perusahaan
perikanan untuk emasang rumpon, sebagai upaya untuk
meningkatkan pendapatan dan/atau produksi perikanan.

Orang Pribadi adalah| setiap orang yang melakukan usaha perikanan
dengantujuan komersial.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama
dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi,
koperasi, lembaga dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, Or, isasi sosial politik atau organisasi yang sejenis,
a tetap, dan bentuk badan lainnya.

ertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu

lembaga, bentuk u
Retribusi Perizinan
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi
atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,
penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga Kelestarian
lingkungan.

Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin

usaha perikanan dan surat izin lainnya.

|



17. Wajib Retribusi adal orang pribadi dan/atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi | termasuk pemungut atau pemotong retribusi
tertentu |

18. Masa Retribusi adala.hw‘ suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Jjasa usaha perikanan.

19. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SPAdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk
melaporkan objek retribusi dan yang akan digunakan untuk
menetapkan besarnya retribusi yang terutang.

20. Surat Ketetapan Retn'ibusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat ketetapaF retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok retribusi yang terutang.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD,
adalah surat untuk emelakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administrasi berupa b+nga dan/atau denda.

23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap SKRD, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan
oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.

Bagian Kedua

- Maksud dan Tujuan

% Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan PexJFturan Gubernur ini adalah untuk menyesuaikan

tarif sesuai dengan perkembangan harga keekonomian yang ada
dimasyarakat dan memenuhi amanat Pasal 93 ayat (1) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2022 [tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk membiayai

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk peningkatan

pelayanan kepada masyarakat.
J
\

|



BAB II
PERUBAHAN ATAS TARIF RETRIUSI IZIN USAHA PERIKANAN
| Pasal 3

Struktur dan besarnya tarkif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun

2020 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 007 , Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 15) yang telah diubah adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubenur ini.

|
|

% BAB III
KETENTUAN PENUTUP
| Pasal 4
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur. |
\

|
| Ditetapkan di Kupang

| padz\tem&al 3 MAgET 2022
| yGUBER‘NUR NusA TENGGARA TIMU

1 \ "5 . /:\g F)
fe, VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT
| NGy
Diundangkan di Kupang l
pada tanggal % VMaret 2022
SEKRETARIS DAERAH“

Q/ngvmsmu 9A TENGGARA TIMUR,&




LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR cq TAHUN 2022
TANGGAL : 7 Qiacet | 2022

PERUBAHAN ATAS TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

NO JENIS *zh USAHA SATUAN PEMAKAIAN| TARIF (Rp)
_ |USAHA PERIKANAN TANGKAP
| _a_[Surat Izin Kapal Penangkapan lkiLn (SIPn) s s S e o el B is e
| 1. Pukat Cincin Pelagis kecil ( Mini purseseine) Per GT/Tahun 35.000 |
2. Pancing Ulur, Pancing Tonda,[?ancmgmwm (handline) |  PerGT/Tabun |  20.000]
3. Hubhate/Poleand Line) conmaes oot e G aleee ] 00000 |
4. Jaring Insang (Gillnetsand Enfanglingnets) __PerGT/Tahun | ~~  20.000
| b |Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan|(SIKP) _Per GT/Tahun 35.000
c. |Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON Per Kapal/lzin | 3.500.000
d. |Cek Fisik Kapal | ]
- Cek Fisik Kapal 10 - 20 GT B R i e L S00.000
e : Unit / Tahun 750.000
Unit / Tahun 1.000.000




